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Abstrak 
Hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi bagian penting dalam kerangka hukum agraria Indonesia. UU ini 

memberikan landasan yang kuat bagi pengakuan hak kepemilikan tanah mereka, serta menetapkan prosedur 

pembaruan sertifikat dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, implementasi UU Agraria ini 

menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas administratif, kurangnya akses terhadap layanan 

hukum, dan kelemahan dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lintas 

sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah 

seperti penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan akses terhadap layanan hukum, dan penguatan 

kapasitas lembaga masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak 

pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding. Dengan komitmen bersama, mereka dapat merasa yakin 

bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi sesuai dengan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam 

konteks agraria Indonesia. 

Kata Kunci: Pemegang Sertifikat Tanah, Eks Eigendom Verponding, UU Pokok Agraria 1960. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk tanah, telah mengalami 

perubahan signifikan dalam sistem kepemilikan tanahnya seiring berjalannya waktu. Dari masa 

penjajahan kolonial Belanda yang menerapkan sistem Eigendom Verponding, hingga periode 

pasca-kemerdekaan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, perubahan ini memiliki dampak besar terhadap hak pemegang sertifikat 

tanah  

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Indonesia mengalami periode transisi yang signifikan dalam sistem kepemilikan tanahnya. 

Era kolonial Belanda telah memberikan pengaruh besar terhadap struktur kepemilikan tanah di 

Indonesia, dengan penerapan sistem tanah yang dikenal sebagai Eigendom Verponding . Dalam 

rapat kabinet terbatas tanggal 24 Agustus 2016 dengan agenda membahas reforma agraria 

terungkap bahwa di pedesaan, masalah kemiskinan, ketimpangan dan sulitnya mendapat lapangan 

pekerjaan merupakan problem pokok yang akan diatasi dengan reforma agraria sehingga arah 

reforma agraria pada kabinet kerja ini adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, 

pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam.  

Sistem Eigendom Verponding adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial 

Belanda untuk mencatat dan mengelola kepemilikan tanah di wilayah Indonesia pada masa 

penjajahan. Dalam sistem ini, tanah-tanah dikelola dan didaftarkan oleh pemerintah kolonial 

dengan berbagai peraturan yang berlaku pada masa itu. 

Eksistensi Eigendom Verponding menciptakan situasi di mana sebagian besar tanah di 

Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan banyaknya tanah 

yang dianggap sebagai milik negara, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi 

masyarakat lokal terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah.  

Kemerdekaan Indonesia membawa perubahan besar dalam tatanan hukum, termasuk dalam 

hal kepemilikan tanah. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah diberlakukannya UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan untuk menyusun 

kembali sistem agraria Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai negara yang baru 

merdeka. 

UU No. 5 Tahun 1960 menggantikan banyak ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku, 

termasuk yang terkait dengan sistem Eigendom Verponding. Undang-undang ini menetapkan 

dasar-dasar baru dalam pengaturan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia.   

Bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding, peralihan ke UU No. 5 Tahun 

1960 membawa implikasi yang signifikan terkait dengan hak-hak mereka atas tanah yang mereka 

klaim. Pengaturan yang baru ini menciptakan kebutuhan untuk memahami kembali hak-hak 

tersebut dalam konteks hukum yang berubah. Perlindungan hukum harus dijamin dan diberikan 

kepada setiap orang,karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan ini sudah diatur oleh 

Undang-Undang  

Perlindungan hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding menjadi perhatian 

utama dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1960. Hal ini dikarenakan transisi dari sistem tanah 

kolonial ke sistem yang lebih adil dan sesuai dengan semangat kemerdekaan memerlukan 

perlindungan hak yang jelas bagi semua pihak.  

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dan lembaga terkait telah melakukan upaya untuk 

memastikan bahwa pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding memperoleh 

perlindungan yang adil sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960. 

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan dan menegakkan 

perlindungan hak-hak ini secara efektif. Beberapa masalah seperti konflik kepentingan, sengketa 

tanah, dan penegakan hukum menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal 
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bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding. 

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak-hak pemegang sertifikat tanah eks 

Eigendom Verponding di bawah UU No. 5 Tahun 1960 adalah penting dalam memastikan 

kepastian hukum, keadilan, dan kemajuan dalam sektor agraria Indonesia. Dengan memahami 

konteks sejarah dan hukum yang melingkupi hak-hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 

Verponding, masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih baik dan lebih 

inklusif untuk masa depan yang berkelanjutan.  

Selain itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif dari pemerintah, masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menangani tantangan dan masalah yang mungkin 

muncul dalam memberikan perlindungan hak-hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 

Verponding 

Salah satu fenomena yang muncul adalah ketidakpastian hukum di antara pemegang sertifikat 

tanah eks Eigendom Verponding terkait status dan keabsahan klaim kepemilikan mereka. Sebagian 

besar dari mereka telah mengalami tantangan dalam memperoleh kepastian hukum yang diperlukan 

untuk mengamankan hak kepemilikan mereka di bawah undang-undang yang baru.  

Selain itu, munculnya konflik tanah antara pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 

Verponding dengan pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal juga menjadi 

fenomena yang umum terjadi. Konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan interpretasi terhadap 

UU Agraria, penegakan hukum yang lemah, atau kebijakan yang kurang memadai dalam 

menangani klaim dan sengketa tanah. 

Tidak hanya itu, fenomena lain yang patut diperhatikan adalah perlunya pembaruan 

kebijakan dan peraturan yang lebih inklusif dan berpihak kepada pemegang sertifikat tanah eks 

Eigendom Verponding. Pembaharuan ini perlu mengakomodasi kebutuhan mereka dalam 

memperoleh perlindungan hukum yang adil dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan 

dilindungi secara memadai.  

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi, fenomena lain yang muncul adalah 

peningkatan tekanan terhadap tanah sebagai aset ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan spekulasi 

tanah, konversi lahan, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, yang pada 

akhirnya dapat merugikan pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dan masyarakat 

luas. 

Dalam menghadapi fenomena-fenomena kompleks ini, penting bagi pemerintah, masyarakat 

sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang 

berkelanjutan dan adil. Pendekatan yang holistik, transparan, dan berbasis pada keadilan sosial perlu 

diambil untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 

diakui dan dihormati sesuai dengan semangat UU Agraria.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang 

memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang 

kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi 

akademisi dan masyarakat umum.  

Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, 

bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. 

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, 

khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis 

maupun aspek manfaat praktis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam konteks hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat beberapa aspek yang perlu 
dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam.  
1. Pengakuan Hak Kepemilikan 

UU No. 5 Tahun 1960 memberikan landasan hukum baru yang mengatur hak kepemilikan 
tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah bagaimana UU ini mengakui hak kepemilikan bagi 
pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dan prosedur apa yang harus mereka tempuh 
untuk memperoleh pengakuan resmi atas hak kepemilikan tersebut. 

Dalam konteks pengakuan hak kepemilikan bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 
Verponding di bawah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, penting 
untuk memahami bagaimana undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi 
mereka. 

Pengakuan hak kepemilikan bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di 
bawah UU No. 5 Tahun 1960 merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan yang adil bagi mereka. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemegang sertifikat 
tanah eks Eigendom Verponding memiliki hak yang sama dengan pemilik tanah lainnya di 
Indonesia. Hal ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa hak kepemilikan 
atas tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding diakui dan 
dihormati oleh negara, serta mereka memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, dan 
memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, 
pengakuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 
Verponding untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah yang mereka klaim. 
Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam menerapkan pengakuan ini secara efektif, termasuk 
dalam hal administrasi pembaruan sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang mungkin 
timbul. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa 
mekanisme yang diperlukan telah tersedia untuk memfasilitasi pengakuan hak kepemilikan ini 
secara adil dan efisien. Dengan demikian, pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 
dapat merasa yakin bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga dapat 
berkontribusi secara positif pada pembangunan dan kestabilan agraria di Indonesia.  
2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU 
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah aspek krusial yang 
menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. 

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU 
No. 5 Tahun 1960 memiliki beberapa dimensi yang penting. Pertama-tama, undang-undang ini 
menetapkan bahwa pemegang sertifikat tersebut memiliki hak yang sama dengan pemilik tanah 
lainnya di Indonesia. Ini berarti mereka memiliki hak untuk melindungi kepemilikan mereka dari 
ancaman atau gangguan yang mungkin datang dari pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau 
individu. Perlindungan ini mencakup hak untuk menuntut penegakan hukum, baik itu melalui jalur 
peradilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. 

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam 
memberikan bantuan dan dukungan kepada pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 
dalam memahami dan menjalankan hak-hak mereka. Hal ini dapat mencakup penyediaan layanan 
konsultasi hukum, bantuan administratif dalam proses pembaruan sertifikat tanah, serta fasilitasi 
dalam penyelesaian sengketa tanah yang mungkin timbul. Dengan demikian, pemegang sertifikat 
tersebut tidak hanya memiliki hak-hak yang diakui secara formal, tetapi juga mendapatkan dukungan 
praktis dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka. 

Namun, meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adekuat bagi 
pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding, masih terdapat tantangan dan hambatan yang 
perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut termasuk birokrasi yang kompleks dalam proses 
pembaruan sertifikat tanah, keterbatasan akses terhadap layanan hukum di daerah pedesaan, serta 
kekurangan penegakan hukum yang konsisten dan efektif dalam menangani sengketa tanah. Oleh 
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karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum agar 
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 
Verponding.  
3. Proses Pembaruan Sertifikat Tanah 

Proses pembaruan sertifikat tanah bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di 
bawah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan langkah 
penting dalam mengakui hak kepemilikan mereka secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Proses pembaruan sertifikat tanah bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 
memerlukan langkah-langkah administratif yang cermat dan tepat. Langkah awal dalam proses ini 
adalah pengajuan permohonan pembaruan sertifikat kepada instansi yang berwenang, seperti Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan setempat. Dalam permohonan tersebut, 
pemegang sertifikat perlu menyertakan dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan 
tanah eks Eigendom Verponding serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Setelah permohonan diajukan, proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi dokumen oleh 
instansi yang berwenang. Ini melibatkan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang 
diserahkan serta pemeriksaan terhadap status kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat. 
Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon akan 
diberikan persetujuan untuk melanjutkan proses pembaruan sertifikat. 

Langkah terakhir dalam proses pembaruan sertifikat tanah adalah penerbitan sertifikat yang 
baru yang mencerminkan status kepemilikan yang telah diperbarui sesuai dengan UU Agraria. 
Sertifikat yang baru ini akan menggantikan sertifikat lama dan memberikan kepastian hukum yang 
lebih kuat bagi pemegangnya. Dengan demikian, proses pembaruan sertifikat tanah ini merupakan 
langkah penting dalam mengakui dan melindungi hak kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat 
tanah eks Eigendom Verponding, serta memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka 
dengan lebih aman dan pasti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
4. Penanganan Sengketa Tanah 

Penanganan sengketa tanah merupakan aspek penting dalam memastikan perlindungan hak 
pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Penanganan sengketa tanah antara pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 
dengan pihak lain dapat melibatkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Salah 
satu pendekatan yang umum adalah melalui mediasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja 
sama dengan mediator independen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 
Mediasi ini dapat membantu menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal, serta 
memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan lebih 
fleksibel. 

Selain mediasi, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau proses 
peradilan. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan penyelesaian 
sengketanya kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral. Arbiter ini akan 
membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan bukti dan argumen yang 
disajikan dalam persidangan arbitrase. Sementara itu, proses peradilan melibatkan pihak-pihak yang 
bersengketa dalam persidangan di pengadilan, di mana hakim akan membuat keputusan berdasarkan 
hukum dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. 

Penting untuk dicatat bahwa penanganan sengketa tanah harus dilakukan dengan adil dan 
transparan, serta memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks 
penanganan sengketa tanah antara pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dengan 
pihak lain, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan mekanisme yang efektif 
dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tersebut, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil 
didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penanganan 
sengketa tanah yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik, serta menciptakan 
lingkungan yang lebih stabil dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. 
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5. Kebijakan dan Program Pendukung 
Kebijakan dan program pendukung yang dirancang oleh pemerintah memiliki peran penting 

dalam mendukung implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria serta memberikan dukungan kepada pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding. 

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pendukung 
untuk membantu pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dalam memperoleh dan 
mempertahankan hak kepemilikan mereka. Salah satu kebijakan utama adalah program pendaftaran 
tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi 
sengketa tanah. Program ini mencakup penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian bantuan 
teknis dalam proses pendaftaran tanah, serta pembaruan dan modernisasi sistem pendaftaran tanah 
untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program bantuan sosial dan ekonomi yang 
ditujukan khusus kepada pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding. Program ini 
mencakup bantuan keuangan untuk pengembangan dan peningkatan produktivitas pertanian, 
pelatihan keterampilan, infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi, serta akses ke layanan 
kesehatan dan pendidikan. Dengan menyediakan dukungan ekonomi dan sosial ini, pemerintah 
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pemegang sertifikat tanah eks 
Eigendom Verponding, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan produktif dalam memanfaatkan 
tanah mereka. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mendorong kerjasama antara pemegang sertifikat tanah 
eks Eigendom Verponding dengan pihak swasta dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi 
investasi dan pengembangan proyek-proyek yang berkelanjutan. Ini termasuk program kredit tanah 
yang dirancang khusus untuk pemilik tanah kecil, skema kemitraan dengan perusahaan pertanian dan 
industri, serta promosi investasi di sektor-sektor yang berpotensi seperti agrobisnis dan pariwisata. 
Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi 
pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding untuk mengembangkan potensi tanah mereka 
dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta masyarakat sekitarnya. 
6. Tantangan dan Tantangan 

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya terkait dengan hak pemegang sertifikat 
tanah eks Eigendom Verponding, memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan perlindungan 
hak mereka.  

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan UU Agraria adalah kompleksitas 
administratif dalam proses pembaruan sertifikat tanah. Birokrasi yang rumit dan prosedur yang 
memakan waktu dapat menjadi hambatan bagi pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding 
dalam memperbarui status kepemilikan mereka. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk 
menyederhanakan proses administratif, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan mempercepat waktu 
penyelesaian permohonan pembaruan sertifikat tanah. 

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya akses terhadap layanan hukum, terutama di 
daerah pedesaan. Banyak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding yang tidak memiliki 
pengetahuan atau akses yang cukup terhadap bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Hal 
ini dapat menyebabkan mereka rentan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran hak oleh pihak 
lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum, 
termasuk penyediaan layanan konsultasi hukum yang terjangkau dan mudah diakses di wilayah 
pedesaan. 

Tantangan lain yang patut dicatat adalah kekurangan penegakan hukum yang efektif dalam 
menangani sengketa tanah. Meskipun ada undang-undang dan peraturan yang mengatur hak 
kepemilikan tanah, penegakan hukum yang lemah sering kali membuat pemegang sertifikat tanah 
eks Eigendom Verponding sulit untuk melindungi hak-hak mereka. Diperlukan upaya lebih lanjut 
untuk memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan kapasitas aparat hukum, serta 
memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Dengan mengatasi 
tantangan-tantangan ini, pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dapat memperoleh 
perlindungan hukum yang lebih efektif dan memastikan kepastian hukum atas hak kepemilikan 
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tanah mereka. 
7. Upaya Peningkatan Kesadaran 

Upaya peningkatan kesadaran merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa 
pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding memahami hak-hak mereka serta memiliki 
akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya yang dapat mendukung perlindungan hak 
mereka.  

Peningkatan kesadaran tentang hak-hak tanah dan prosedur hukum yang terkait merupakan 
salah satu aspek kunci dalam perlindungan hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 
Verponding. Melalui program penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat, pemegang sertifikat 
tersebut dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak kepemilikan tanah mereka, 
prosedur pembaruan sertifikat, dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Ini dapat dilakukan 
melalui kampanye penyuluhan, seminar, lokakarya, serta distribusi materi edukasi yang mudah 
dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat 

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga 
dapat berperan penting dalam peningkatan kesadaran pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 
Verponding. Organisasi ini dapat memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan administratif, dan 
dukungan sosial kepada pemegang sertifikat tanah dalam memahami hak-hak mereka dan mengatasi 
masalah yang mungkin timbul. Mereka juga dapat berperan sebagai perwakilan atau advokat bagi 
pemegang sertifikat tanah dalam proses penyelesaian sengketa tanah. 

Selain upaya-upaya langsung dalam meningkatkan kesadaran, penting juga untuk 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat untuk menyebarkan informasi 
dan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan hukum. Dengan memanfaatkan platform 
online, media sosial, dan aplikasi seluler, informasi tentang hak-hak tanah dan layanan hukum dapat 
disampaikan secara lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan dan 
wilayah. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan program-program penyuluhan hukum dan 
memastikan bahwa pemegang sertifikat tanah memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi 
yang relevan dan penting bagi mereka.. 

 

KESIMPULAN 

Dalam kesimpulan, hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding di bawah UU 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan bagian integral dari 

upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi mereka. UU ini 

memberikan dasar yang kuat bagi pengakuan hak kepemilikan tanah mereka, serta menetapkan 

mekanisme pembaruan sertifikat dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan 

keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, implementasi UU Agraria ini tidaklah tanpa 

tantangan. Kompleksitas administratif, kurangnya akses terhadap layanan hukum, dan kekurangan 

penegakan hukum yang efektif merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan 

bahwa hak-hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom Verponding dapat diakui dan dilindungi 

secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan 

pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah seperti 

penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan akses terhadap layanan hukum, penguatan 

kapasitas lembaga masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

membantu meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak pemegang sertifikat tanah eks Eigendom 

Verponding. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Agung, Muhammad Haris Budi. “Analisa Hukum Terhadap Pemanfaatan Logam Tanah Jarang Berdasarkan 

UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara JO. PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan.” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 6739–52. 

Ahlanissa, Mellyana Putri, and Zil Aidi. “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding 



73 

Prihatin & Wagiman. Hak Pemegang Sertifikat Tanah Eks Eigendom Verponding Di Bawah Uu Pokok Agraria 1960. 

 

 

 

Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 

(2023): 2081–92. 

Bunga, Marten. “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Tanah.” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 39–49. 

Christiawan, Rio. “Urgensi Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukajaya Kapupaten Bogor.” 

BERDIKARI 1, no. 2 (2018). 

Kailul, Rizal Riski, Adonia Ivonne Laturette, and Novyta Uktolseja. “Kepemilikan Tanah Eks Eigendom 

Verponding 1065 Yang Ada Di Negeri Tawiri.” LUTUR Law Journal 4, no. 2 (2023): 92–106. 

Pransisto, Johamran. “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Obyek 

Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.” Pleno Jure 7, no. 2 (2018): 

51–65. 

Setiawan, Yudhi, and Boedi Djatmiko. “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha 

Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif.” Jurnal Hukum Pro Justitia 28, no. 1 (2010). 

Siregar, Desy Yurita, Rio Christiawan, and Januar Agung Saputera. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

Pemilik Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Sebagai Korban Tindak Pidana Skimmin.” Jurnal Hukum 

Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 23, no. 3 (2024): 243–58. 

Sutanto, Pedro. “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam Sengketa 

Kepemilikan Tanah.” Jurnal Dialektika Hukum 4, no. 2 (2022): 91–123. 

Syarief, Elza. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014. 

Tobing, Huntal Donok Asi Lumban, and Markoni Markoni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak 

Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang N0. 5 Tahun 1960.” Jurnal Multidisiplin 

Indonesia 1, no. 1 (2022): 266–80. 

Wardhani, Dinar W, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayan, and Lego Karjoko. “Kedudukan Grondkaart 

Sebagai Alat Bukti Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” In Prosiding Seminar Nasional UNARS, 2:112–

22, 2023. 


